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PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
DIMAS PRANATA G
Kata kunci :Peran, Institusi, RumahTangga

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian’y Perkawinan bertujuan untuk
mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan “keluarga sakinah menurut
ajaran agama Islam, dalam urusan pemerintahan absolute -negara kesatuan
republik Indonesia telah mengesahkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Mentri Agama. Nomor 30 Tahun 1977 tentang pengesahan pengakuan Badan
Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan- pusat. Lembaga tersebut
berfungsi sebagal pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi
warga baik bimbingan pranikah atau warga yang sudah“berkeluarga dan sedang
menghadapi masalah. Penanganan masalah tentang semakin tinggi nya angka
perceraian di -kota pekanbaru dari tahun ketahun serta masih banyaknya
masyarakat yang tidak tahu tentang peran._Badan penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan. Banyak keluarga yang sedang mengalami konflik rumah
tangga tidak mendatangi Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan untuk
dijadikan sebagai mediator-bagi mereka agar, tidak terjadi-perceraian, ketika
mereka berkonflik dan menginginkansperceratan-maka proses perceraian mereka
daftarkan langsung melalaui pengadilan agama. Kelancaran kegiatan bimbingan
pranikah maupun mediasi menjadi tanggung jawab dari Badan Penasihatan
Pembinaandan Pelestarian Perkawinan. Adapun populasi dan sampel pada
penelitian ini ditetapkan masyarakat dan pegawai Badan Penasihatan Pembinaan
dan Pelestarian perkawinan Kota Pekanbaru, Menggunakan Accidental Sampling
untuk masyarakat dan“Sedangkan teknik pengumpulan data melalui angket
kuisioner, observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pegawai. Setelah data-
data diperolen lalu dikelompokkan menurut data, kemudian dilakukan
perhitungan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa
indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, bimbingan,
pengawasan, pengarahan, pelatihan. Dan untuk ukuran variable dalam penelitian
ini penulis membagi menjadi tiga kategori penilaian yaitu: berperan, cukup
berperan, kurang berperan. Berdasarkan hasil penelitian ini tentang peran badan
penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan kota pekanbaru dalam
mencegah terjadinya perceraian dikota pekanbaru dikatakan Cukup Berperan
dengan presentase rentang nilai 56% maka dari itu penulis mengharapkan kepada
kantor Badan Penasihatan Pembinaan dan PelestarianPerkawinan Kota pekanbaru
agar lebih meningkatkan perannya dalam mengendalikan terjadinya perceraian di
Kota Pekanbaru.
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THE ROLE OF THE ADMINISTRATION AGENCY FOR MARRIAGE
PRESERVATION AND PRESERVATION (BP4) IN PREVENTING THE
EXPERIENCE OF RELIGION IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT
DIMAS PRANATA G
Keywords: Role, Institution, Household

The Advisory Board forsMarriage Devetopment, and Conservation aims to
enhance marital quality’in order to realize a sakinah family according to Islamic
teachings. 'In the absolute governance affairs the unitary state of the Republic of
Indonesia has ratified as referred to in Decree of the Minister of Religion Number
30 of 1977 concerning ratification of recognition, guidance and preservation
Central marriage. The institution functions as a mentor, counselor, advisor,
consultant and mediator for residents whether premarital guidance or residents
who are married and are facing problems. Handling the problem of the
increasing divorce rate in Pekanbaru City from year to year.and many people
who still do not know about the role of the Advisory Board for Marriage
Development and Preservation. Many families who. are experiencing household
conflict do not go to the Marriage Guidance and Conservation Agency to become
a mediator for.them to avoid divorce, when they conflict and want a divorce, their
divorce process*is registered directly through a religious court. the smooth
operation of premarital counseling and. mediation is the responsibility of the
Advisory Board for the Guidance ‘and-Preservation of Marriage. As for the
population and sample in this study, the community and employees of the
Advisory Board for Marriage and Marriage in Pekanbaru City used Accidental
Sampling for the community and data collection techniques through
questionnaires. observation, documentation and interviews with employees. After
the data is obtained then grouped according. to data, then quantitative
calculations are carried out. In this study. thesauthors explain several indicators
that will be used in this study, namely, guidance, supervision, direction, training.
And for the size of the variables in this study the authors divide into three
assessment categories, namely: role, enough role, less role. Based on the results
of this study on the role of the supervisory body, fostering and preserving the city
of pekanbaru marriage in preventing divorce in Pekanbaru, it is said to be quite
accomplished with a percentage range of 56%. Therefore, the authors expect the
supervisory office to foster and preserve Marriage in Pekanbaru to increase its
role in controlling the occurrence of divorce in the city of Pekanbaru.
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BAB |

PENDAHULUAN

yat, wilayah

1 merupakan

1945 adala jungi segena bang: = 3 k memajukan

kesejahteraa melaksanakan

ketertiban dumia yang be oMe abadi dan keadilan
sosial. Untuk erintahan secara
bertingkat mu engan isi pasal 18
UUD 1945 men donesia dibagi atas
daerah- daerah Pro .'Q ‘ bagi atas Kabupaten dan Kota

yang masing-masing memp emerintah engatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang di
amanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, vyaitu
menciptakan masyrakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan
Indonesia sebagai Negara kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu

pemerintahan pusat dan pemerintaha daerah. Dalam pasal 18 di sebutkan wilayah
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Indonesia di bagi atas wilayah Provinsi dan wilayah Provinsi dibagi kedalam
kabupaten atau kota, wilayah Kabupaten/Kota ke dalam Kecamatan dan wilayah
Kecamatan terbagi kedalam Kelurahan/Desa.

Negara juga mempunyai asas-asas« penyelenggaraan pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjadi acuan dalam

penyelenggaran negara, asas-asas:itu sebagai berikut:

e Asas Kepastian Hukum, adalah asas yang mendahulukan keadilan
peraturan perundang-undangan, dan kepatuhan, dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan Negara.

e Asas Keterbukaan, yaitu asas yang memberikan keterbukaan informasi
yang benar dan jujur, tanpa melanggar hak asasi pribadi, golongan maupun
negara.

e Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan
bersamadiatas kepentingan pribadi.

e Asas Proposionalitas, adalah asas yang memberikan hak sesuai dengan
kewajiban dalam penyelenggaran negara.

e Asas Keadilan adalah asas yang setiap tindakan dalam penyelenggaraan
Negara harus mencermikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara.

e Asas Profesionalitas, adalah asas yang menilai seseorang berdasarkan
keahliannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

e Asas Akuntabilitas, yaitu asas menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan
negara harus dapat di pertangggung jawabkan kepada masyarakat.

e Asas Efisiensl, yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan
sumber daya dalam penyelenggaraan.negara untuk mencapai hasil kerja
yang terbaik.

e Asas Efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna
dan berdaya guna.

Dalam melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah menggunakan 3 asas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggaraan Pemerintahan

Daerah di gunakan asas Otonomi dan tugas pembantuan di antaranya adalah:
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a) Desentralisasi, adalah penyelengaraan pemerintahan pusat kepada
pemerintah otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

b) Dekonsentrasi, adalah pemberian wewenang pemerintahan dari pemerintah

d) 3 : engat | :h_ emerintah daerah

antara pusat dan daerah, baik provinsi atau kota/kabupaten yang menjadi

patokan otonomi daerah, bidang tersebut menyangkut bidang pertanian,

perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain

e Urusan pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan

e Urusan pemerintahan Absolute ialah urusan yang sepenuhnya menjadi
wewenang pemerintah pusat, urusan pemerintahan absolut terdiri dari

bidang luar negeri, keamanan pertahanan, fsikal moneter, Peradilan serta

agama.
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Dalam hal urusan agama ini Badan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan termasuk dalan urusan pemerintahan absolute, yang

sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat pemerintahan adalah organisasi

buat dan hukum serta Undang-

“‘&““ .930 merintahan.
g .

sektor, karena masyrakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,
pelayan merupakan fungsi yang bersifat umum yang di lakukan oleh
seluruh negara di dunia ini

e Fungsi pengaturan
Pemerintah memiliki fungsi regulating atau pengaturan dalam bentuk

kebijakan-kebijakan yang di atur dalam undang-undang, peraturan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

21

pemerintah dan lainnya. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas

negara, pertumbuhaan terjaga, sesuai dengan yang di inginan

jahtera, pemerintah

agar masyarakat

Pemerintah mengatur hampir semua masalah di setiap sendi-sendi
kehidupan masyarakat tak terkecuali di bidang pernikahan dan perceraian seperti
di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Allah SWT
telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan
sebagaimana dalam firmannya “bagi kalian Allah telah menciptakan pasangan-

pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, dan kemudian dari istri-istri kalian
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itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan
rezeki yang baik-baik.”[QS.an Nah(16):72]. Mercka di satukan dalam ikatan

pernikahan, Pernikahan adalah suatu yang sakral, karena pernikahan menyatukan

yang meng:

sukai oleh

jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38
huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. disitu dijelaskan
bahwa pereraian suatu perkawinan bisa terjadi karena adanya kematian,
perceraian, dan putusan pengadilan. Di dalam undang-undang tersebut terlihat
jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian berbeda halnya dengan

putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan
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dijelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan dan
bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini bertujuan untuk mengatur tentang
masalah talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975dipakai istilah.cerai talak dan ceral gugat;.hal ini bertujuan agar
dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf ¢ pada undang-undang
tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ‘menyebutkan, perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum
Islam, perkawinan adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Selain memuat tentang pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang No.
1tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan
perkawinan. Tujuan. perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974
adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan.menurut pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan
rahmah. dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi, terkadang
suami istri gagal dalam mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah
warahmah, ketika mereka sudah hidup bersama dan satu sama lain telah
mengetahui tentang sifat baik dan buruk mereka berdua, serta perbedaan visi misi

serta perbedaan pendapat di antara keduanya, maka sering terjadi pertengkaran
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dalam rumah tangga yang mengakibatkan keretakan dalam keluarga dan ketika
terjadi keretakan dalam rumah tangga dan pasangan suami istri tidak dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangga maka di ambillah upaya terakhir yaitu
perceraian, dan perceraian hanya dapat di_lakukan di depan pengadilan agama
dengan _alasan tertentu ketikan hakim atau juru pendamai tidak dapat lagi
mendamaikan pesangan suami.istri tersebut.

Di Undang-Undang Republik indonesia No~ 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan pada BAB VIl Tentang Putusnya Perkawinan Serta akibatnya, pada
Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan
pengadilan, sedangkan di Pasal 39 Perceraian hanya dapat di lakukan di hadapan
sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasilmendamaikan kedua belah
pihak dan Untuk perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak
dapat rukun kembali sebagal suami istri, sedangkan tata~cara perceraian di
hadapan sidang -pengadilan di atur. dalam perundangan tersebut. Gugatan
perceraian di ajukan di pengadilan,tata cara pengajuan gugatan perceraian
tersebut pada ayat 1 pasal ini di atur dalam peraturan perundangan tersendiri ini
tertulis pada pasal 40.

Hasil putusnya perkawinan karena perceraian orang tua ayah atau ibu tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, itu di lakukan untuk
kepentingan anak, bila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan
yang memberi putusan.ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang di butuhkan anak itu, bila ayah dalam

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat
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menetapkan bahwa ikut memikul biaya tersebut.Pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu
kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Peraturan..Daerah Kota« Pekanbaru,.No 5 tahun 2008
tentangPenyelenggan Administrasi Kependudukan bagian kelima  pencatatan
perceraianPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi
pelaksana ‘paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang
perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.Berdasarkan
laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat
pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta PerceraianPencatatan
perceraian \Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib melapor ke Instansi di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari
sejak yang bersangkutan kembali ke kota.Persyaratan dan tata cara pencatatan
perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 44dan pasal 45 di tetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pencatatan Pembatalan PerceraianPembatalan perceraian bagi
penduduk wajib di laporkan oleh'penduduk pada Instansi Pelaksana paling lambat
60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai
kekuatan hukum tetap.Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat(1),
Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan akta dan
menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian. Tentang ketentuan lebih
lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian telah

di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
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Tabel 1.1 : Jumlah masyarakat yang mengajukan cerai talak dan cerai gugat pada

hun mengalami

peningkatan 3 d un 2015 sampai

pernikahan orang tua serta serte saat berada di dalam lingkungan
keluarga. Kasih sayang keluarga adalah hal yang sangat penting untuk
perkembangan anak, jika ini tidak di dapatkan saat beranjak dewasa nanti akan
berpengaruh pada kepribadiannya. Meraka akan terus merasa takut untuk gagal,

menjalin kedekatan dengan orang lain,menjadi pribadi yang kasar serta bertindak

agresif. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada negara dan pemerintahan jika
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para generasi muda memiliki kepribadian seperti di atas yang susah di atur kasar

dan acuh tak acuh.

sebagai

perkawinan

e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan
Gerakan Keluarga Sakinah
f. Hasil —hasil Munas BP4 pusat tahun 2014
Keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera itu bukan hanya harapan bagi
suami isteri atau keluarga saja tetapi juga menjadi harapan bagi negara. Keluarga

merupakan bentuk kecil dari kehidupan sebuah negara, bila keluarga damai dan
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sejahtera maka negara akan menjadi damai dan sejahtera pula . Hubungan yang
damai dalam setiap keluarga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar
keluarga dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas dan kedamaian nasional.
Karena itu negara.berupaya agar.warga negaranya mampu menjadi keluarga yang
damai, bahagia dan sejahtera untuk itu pemerintah membentuk lembaga yang
bernama Badan Penasehatan,-Pembinaan,’ dan . Pelestarian Perkawinan (BP4).
Lembaga tersebut berfungsi sebagali pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan
dan mediator bagi warga negara yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau
warga yang sudah berumah tangga dan sedang menghadapi masalah. Oleh karena
itu BP4 memiliki peran yang penting dan luhur terlebih lagi bila berada di kota-
kota besar di Indonesia’

BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan di sahkan oleh Keputusan
Menteri Agama Nomor 85 fahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-
satunya badan yang bergerak dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan
perceraian. Tugas dan fungsi dari BP4 adalah tetap konsisten melaksanakan UU
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan. Perundangan lainnya tentang
perkawinan.Sesuai dengan Munas. BP4"KE XV. Pemerintah berharap besar
kepada lembaga ini agar bisa membimbing keluarga yang bermasalah menjadi
keluarga harmonis lagi sehingga keluarga tersebut tidak mengalami perceraian.

Asas dan tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan
untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut agama islam untuk mencapai
masyarakat dan bangsa Indonesia yang harmoni, bahagia, sejahtera materil dan

sprituil dengan:
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1) Meningkatkan kualitas penikahan dan kehidupan keluarga yang sakina

2) e seraian denda : an terhadap

3) : asitas ke , manusia BP4 untuk

4) o enge : Gt ': : E ) ndangan yang

5) : je : /lembaga yang

kelompok secara langsung ataupun media massa dan media elektronik;
Memberikan bimbingan tentang peraturan undang-undang yang berkaitan
dengan keluarga;

Memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat yang berperkara di

pengadilan agama.
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iv.  Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan,
keluargadan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;

v. Mengurangi terjadinya perselisihan serta perceraian, dan poligami yang

Vi.

Vii.
viii.

iX.

X.

xi.  Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan
xii.  Upaya dan usaha lain yang di pandang bermanfaat untuk kepentingan

organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga
Oleh karena itu peran BP4 sangat di perlukan masyarakat, dari ke dua
belas poin di atas peneliti memfokuskan pada poin pertama keempatdan kelima.

BP4 memiliki tugas untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat
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kegiatan tersebut adalah pembinaan, penasihatan pelestarian, mediasi serta

advokasi perkawinan dan juga memberikan motivasi kepada tokoh masyarakat,

ormas Islam, konselor dan penasihat perkawinan untuk lebih proaktif dalam

masalah agar tidak terjadi perceraian, ketika mereka mengalami masalah

dan keinginan untuk bercerai, maka mereka daftarkan langsung ke

pengadilan agama.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kota Pekanbaru”
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B. Rumusan Masalah

‘!‘\‘% .’ ': telah dipaparkan

eran Badan

terjadinya

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan
yang sama

c. Memberikan masukan bagi BP4 untuk meningkatkan peran dan
fungsinya sebagai lembaga penasihatan, mediator dan advokasi

perkawinan
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Studi  Pus
peneliti un
yang akan

ilmiah, lap

sendiri dan antara keduanya ada gan. Setelah, mendapat awalan “pe”
menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi pengurus. Setelah di
tambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, atau
perihal Syafiie dan Andi Azikin(2008:5). Sedangkan menurut Awang dan Mendra
Wijaya (2012:6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan

melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan

berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara.
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W.S Sayre (dalam Syafiie dan Andi Azikin,2008:8) mengemukakan
pendapat bahwa pemerintahan yaitu organisasi dari Negara yang memperlihatkan

dan menjalankan tugasnya.

sebuah kebutuhan
dan tuntutan ) Sedangkan
menurut B , atakan bahwa

ilmu pemerinta : di susundan di
pimpin de

Pe - -_ _ Juk au- . menyediakan,
mendistribusik enge . : ‘ dalikannya sehingga
dijamin semua masyarak at dan murah serta

adil. Karena o diaan dan pela % ik us di bawah kontrol

pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat itu dapat berfungsi manakalah
organisasi pemerintah pemberi layanan telah mempunyai mekanisme dan standar
pelayanan tertentu. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai aktor pelayanan
di arahkan demi mewujudkan sosok pemerintahan yang responsif, akomodatif,

dan sensitif terhadap kebutuhan rakyat Sumaryadi (2013;68).



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

35

2. Pengertian Peran
Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti

pemain sandiwara (film), tukang lawak permainan makyong, perangkat tingkah

di harapkan

di setiap jenja

Menurut Levinson (2001:269) peranan dapat mencangkup tiga hal:

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan masyarakat.
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2. Peranan dalah suatu konsep tentang apa yang akan di lakukan oleh
individu dalam masyarakat organisasi.

3. Peranan juga dapat di katakan perilaku yang penting bagi struktur sosial

EAS S

Indonesia.

B.N Marbun mengatakan bahwa sentralisasi yang pahamnya kita kenal
dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh
pengambilan keputusan politik ekonomi, di satu pusat. Dan sentralisasi adalah

seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat.
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Menurut moekijat (1975:23) sentralisasi berarti titik berat pada
pengawasan dari pusat seperti yang dinyatakan oleh instruksi-instruksi secara

terinci dari kantor pusat mengenai pekerjaan apakah yang harus di lakukan,

sebagian besa ok leh se anya sebagian kecil

yang di seb

lu di Indonesia

sebelum adanya ¢ i dae M SE [ suatu kelemahan

keputusan dan kebijakan seluruhnya oleh pemerintah pusat.

4. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih

tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada di
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pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaanya
tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaanya di

koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah

Secara umum pembinaan diartika usaha untuk memberikan pengarahan
dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal
umum yang digunakan utuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan

dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.
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Miftha Thoha, (1997;8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil

atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya

kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan

Effendi (2003: 25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk

antara lain:

=

Bimbingan

N

. Pengawasan

w

Pengarahan

>

pelatihan
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Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang,
waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian

tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.

Musanef (1991 Jatu pen kan adanya suatu

““Q“‘ .ag ‘ nsur dari

bagaimana perubahan ¢ paharuan  yang berencana serta
pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu

perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.
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Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya
yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang

dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu ti erhubu dengan perencanaan,

‘ . ‘ “\“ .Q ‘ aan serta

manajemen P : o I. aha d encapai tujuan

tertentu  melalui pri ang di harapkan. - Ment hap (2011:89)

lakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu,
baik anak-anak maupun remaja atau orang dewasa, agar orang-orang yang di
bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat di kembangkan

berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan menurut Abu Ahmadi(1991:1)

bahwa bimbingan adalah bantuan yang di berikan kepada individu (peserta didik)
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agar dengan potensi yang di miliki mampu mengembangkan diri secara optimal
dengan jalan memahami diri secara optimal dengan jalan memahami diri,

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa

berkerja sama da ’a

Hasibuan(2014:183) sedang . : 1996:128) pengarahan adalah
keseluruhan proses pemberian motifasi bekerja kepada para bawahan sedemikian
rupa sehingga mereka mau bekerja dengan iklas demi tercapainya organisasi

dengan efisien dan ekonomis.
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10. pelatihan
Pelatihan merupakan sebuah proses mngajarkan pengetahuan dan keahlian

serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung

dengan standar.
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Syarat Perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974

1. Syarat Materiil
Syarat materiil ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Syarat materiil mutlak adalah syarat yang wajibdipenuhi oleh setia orang
yang akan menikah, syarat-syarat ini berlaku umum. Syaratmateriil mutlak

terdiri dari:
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e Kedua pihak tidak terikat dengan perkawinan yang lain.

e Persetujuan bebas dari kedua pihak.Setiap pihak harus mencapai

batas usia yang ditentukan oleh UU.

n kawin lagi.

2) Sy il relatif yaitu syarat | ndak_dinikahi.

e Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu
atau bapak tiri.
e Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara

Susuan, dan bibi atau paman susuan.
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e Berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau keponakan dari

isteri, dalam hal ini ketika seorang suami beristeri lebih dari

seorang.

n perkawinan
melaksanakan

ah No. 9 tahun

dilangsungkan.

e Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan selambat-lambatnya 10
hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 (dua).

Disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati

Kepala Daerah. Pasal 4 mengatur bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan
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atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai

pencatat perkawinan.

b. Pengumuman

perkawina

perkawinan da awinan sa ;' abila dilaks a ukum masing-
masing aga
agama dan

berlaku bagi : an kepe aannya se y tidak bertentangan

jika dikhawatirkan ada persengke ara keduanya (suami isteri), maka
kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
(mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa
salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri,
yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah

pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediasi adalah salah

satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun
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tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di

luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian

dengan alasan, atau atas dasar perselisihan, dimana cara mediasi dalam masalah

Mediasi
mencapai
memuaska
menang. Ké

membantu |

LAANAT S

mereka me
perbedaan p

dalam penye

B EhE
e
3

1“
3
(D)
o
o
o
e}
b
o
-

<

RN
s

dalam kewene

(dalam Usman, 2

pihak, melainkan
persoalanpersoalan, dan itu a para pif enguasakan kepadanya untuk

membantu penyelesaian sengketa.
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c) Perceraian
Dalam pasal 199 KUHPerdata disebutkan ada empat cara pemutusan

perkawinan, antara lain:

d. Karena perceraian. Pemutusan perkawinan karena perceraian sama sekali

tidak dapat dilakukan karena kesepakatan antara suami dan isteri, pasal
208 KUHP Perdata menyebutkan bahwa perceraian suatu perkawinan
sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah

pihak.
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Menurut KUHPerdatapasal 208, hal-hal yang dapat mengakibatkan
perceraian adalah:

a. Zina

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengaiayaan yang berat yang
membahayakan terhadap pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

d) Deinisi perceraian ( Talak)

i. dan istri hendaklah

perceraian, kare erceraian ada s pi sangat di benci
oleh Allah
ikrar suami adapa * ; : '_ 1a ya di salah satu sebab
putusnya perkawinan”Ke ! g  Peradilan Agama

dan Kompilas

eka harus terlebih dahulu

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat.
cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang
diajukan oleh isteri, agar pernikahan dengan suaminya menjadi putus.

Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
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Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian
dapat dibedakan menjadi

1. Talak raj’i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk

yang dijatuhkan

dalam waktu suci

istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah

dicampuri pada waktu suci tersebut.
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Penelitian ini di lakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

No

Siti Marhamah
(2011)

Dalam

Perkawinan

Mencegah Terjadinya
Perceraian
Di Kabupaten
Wonosobo

Indikator
Tujuan
penelitian
Lokasi
penelitian
Populasi
sample
Metode
penelitian
Teori

dan

Perceraian

Lokasi
penelitian
Indikator
Populasi
sample
Metedo
penelitian
Teori

dan

Sumber : Data Penelitian, 2018
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C. Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir di bentuk untuk menjelaskan pemikiran dan konsep

dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang di hadapi sehubungan dengan

",

™
4
Fecd
Jorl
&
o
har
[

Pelayanan
meningkat

Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2018
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D. Konsep Oprasional

Konsep dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori

yang dipakai, atau menjelaskan makna dan maksud dari teori yang di pakai atau

perlu adan erag asan an. f elitian  yang
dioprasiona
1. rang individu

ke arah yang

AV ALNEAT

BC
7 o
2>

Q i . w gintegritaskan usaha-usaha
(X |
anggota suatu kelompo pa, sehingga dengan selesainya
tugas-tugas yang di serahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-
tujuan individu dan kelompok
4. Pelatihan adalah pelatihan adalah setiap usaha yang memperbaiki

performansi pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung

jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya
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E. Operasional Variabel
Tabel 11.1 Operasional Variabel Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Perceraian Di

Ko
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Konse

1

Pembina
adalah
pendidika
dalam rang
perbaikan
dan
pembaharu
suatu kondi
pada ora
perorangan,
kelompok,
maupun
dalam aspe
bidang
kehidupan
tertentu
secara
langsung
termasuk
didalamnya
bidang
ekonomi
bidang sosial
budaya dan
bidang
politik,
sehingga
dengan mulai
pendidikan
itu dapat
mencapai
titik
maksimal.
Effendi

STTAS 1SLy

Mo,

eran
up berperan

rang berperan

Sejauh

ana
pengawasan
dapat
mengawasi
masyarakat
dalam hal
pernikahan
dan
perceraian

2.Pelaksanaa
n program
pengawasan

Berperan
Cukup berperan

Kurang berperan
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1 2 3 4 5
Pengarahan | 1.pengarahan | Berperan
dalam
mediasi dan | Cukup berperan
pencarian
solusi Kurang berperan

¢

%

LJ

ﬁ\-\h\%
:

-
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ala 66%-100%

Cukup berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan
Penasihatan ~ Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota
Pekanbaru berada pada skala 33%-65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran Badan
Penasihatan ~ Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kota

Pekanbaru berada pada skala 33%
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Pengukuran terhadap indikator-indikator dari Peran Badan Penasihatan

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Terjadinya

Perceraian Di Kota Pekanbaru adalah:

Cukup berperan

Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 66%-

100%

: Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran

Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-

65%
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Kurang berperan : Apabial jawaban responden terhadap variabel Peran
Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%

3.

iabel Peran
:E Pelestarian
-
"g ada skala 66%-
3
w o
2 % variabel Peran
= =
-
- e an Pelestarian
d E da skala 33%-
S 5
< =
o =
-
?."":’: z n variabel Peran
0 7 :
wn ol Dan Pelestarian
- =
:ET — pada skala 33%
= 7 .
E ponden terhadap variabel Peran
o]
= Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 66%-
100%
Cukup berperan : Apabial jawaban responden terhadap variabel Peran

Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian
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Perkawinan Kota Pekanbaru berada pada skala 33%-
65%

Kurang berperan : Apabila jawaban responden terhadap variabel Peran

aan Dan Pelestarian

ala 33%

¢

"ty

o
o
5
e
”
(

¢

%
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

diperoleh deng I : genai Peran

Badan
Mengend
B. Lokasi F

Pene

Pelestarian

waAENANAEY

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, Populasi merupakan objek atau
subjek yang berada pada wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan

dengan masalah penelitian.
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Selanjutnya mengenai pengertian sampel yaitu sebagai bagian dari

populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan

merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti.

Perlengkapan.Sa ' ' 3 g 3P4 dan wakil dan

Instruktur sebag amy 5 S ikah di Badan

Persentase

1 100%
7 11%
8 11%

Desember angkatan LXXIV

Jumlah 140 16

Sumber :BP4 Pekanbaru dan Pengadilan Agama Pekanbaru.
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D. Teknik Penarikan Sampel
Syarat sampel yang baik dan harus di penuhi dalam prosedur pengambilan

sampel adalah harus representative (mewakili) dan besarnya harus memadai

(Soehartono, 2008 penelitian_ini ikan sampel yang di

2 naanatih,

teknik penentua e seca [ ng-secara kebetulan

bertemu d

2. Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian
ini, baik dari atau melalui studi keperpustakaan maupun data yang diperoleh
dari Kantor Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan

(BP4).Data tersebut bisa berupa:
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a. Data mengenai jumlah pegawai yang ada di lingkungan Badan
Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

b. Data jumlah masyarakat yang melakukan perceraian di Kota Pekanbaru.

ng terhadap objek
untuk melihat

permasalahan

: “g\‘%l
2 3

Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari
pewawancara kepada narasumber (wikipedia). Peneliti melakukan wawancara
dengan petugas BP4 yang berhubungan dengan peran BP4 dalam mengendalikan

perceraian di kota Pekanbaru.
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3. Kuesioner,
yaitu membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden,

mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara menyebar kuisioner di

G. Teknik /

Analis data ada vede ﬂ entuk yanglebih

indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian.
Setelah data dan segala bahan yang di butuhkan terkumpul, selanjutnya dipilihkan
dan di kelompokan menurut jenisnya yaitu data kualitatif dan di jelaskan dalam
bentuk kalimat yang jelas sedangkan data kuntitatif akan ditabulasi yang di

sajikan dalam bentuk tabel lalu di lakukan analisa data dan dihubungkan landasan

teori dan konsep serta ketentuan atau perundang-undangan yang belaku sehubung
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dengan permasalahan penelitian, serta kemudian peneliti dapat mengambil

kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 11.3 : Jadwal waktu kegiatan penelitian

NO

Jadwal
Kegiata
n

Bulan/Minggu 2019

April

Meli

Juni

Agustus

September

Penyusu
nan UP

Seminar
upP

11234

i )

1

2

B

112(3|4

Revisi
UP

Survey
Lapangn

Analisis
Data

Penyusu
nan
Laporan
Hasil
Penelitia
n

Bimbing
an
Skripsi

Ujian
Skripsi

Revisi
Skripsi

10

Pengada
an
Skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota P

tinggi. Pe
pedagang angkaba 3 } - ng tahun kota ini
ditetapkan sangat pesat,
dengan semakin berke et i an dengan minyak

bumi, serta ada

kota dagang yang multi-etnik, kea agaman ini telah menjadi modal sosial
untuk mencapai kepentingan bersama dan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan
masyarakatnya Perkembangan Kota Pekanbaru ini tidak luput dari fungsi Sungai
Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari
pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada
abad ke-18, Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi tempat pasar (pekan) bagi

pedagang Minangkabau. Lama kelaman daerah ini berkembang menjadi desa
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permukiman. Karena Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang
memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762
demi untuk menghindari Belanda masuk ke dalam urusan keluarga kerajaan.
Pekan yang bangun sultan di tempat ini kemudian didukung.oleh jalan-jalan yang
menghubungkan daerah-daerah penghasil gambir, damar, kayu, lada, rotan, dan
lain-lain. Akses jalan-jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke daerah Teratak
Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus sampai ke Rantau
Berangin. pekan ini kemudian di kembangkan oleh putranya Sultan Muhammad
Ali. Di masanya, pada masa beliau pekan kecil ini baru menjadi bandar yang
ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan.
Dan Pada tanggal 23 Juni 1784 menjadi hari jadi Kota ini, berdasarkan
musyawarah *Dewan Menteri* dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat
suku (Pesisir,Limapuluh,~Tanah Datar, dan \Kampar), *sekaligus menamai

kawasan dengan nama Pekanbaru, dan diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Pekanbaru™ menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Hal ini
berdasarkan Besluit van'Het Inlandesch siak no 1 tanggal 19 -10-1919, tetapi pada
tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dipimpin
oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru berstatus landschap
sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri
sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,

Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.
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Dan sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Kota Pekanbaru menjadi bagian

dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi

islam merupake
Sebagai ba nbs kehidupa la tahun 1994 Kota

Pekanbaru Musabagah

=

Bukit Raya
2. LimaPuluh

3. Marpoyan Damai
4. Payung Sekaki

5. Pekanbaru Kota
6. Sail

7. Senapelan
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8. Sukajadi

9. Rumbai

10. Rumbai Pesisir

bagi suami istri yang sedang mengalami masalah rumah tangga, konsep ini di
kemukakan karena semakin tingginya angka perceraian hingga mencapai angka
60-80% di banding kan dengan nikah dan rujuk. Serta banyaknya perkawinan di

bawah umur yang terjadi.
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Pada bulan januari 1960 dalam pertemuan BP4 tingakat | di sepakati
bahwa organisasi BP4 di satukan dan bersifat nasional yang tadinya hanya bersifat

lokal, kemudian hasil dari konperensi Dinas Departement Agama ke VII tanggal

a BP4 pusat dan di

5SS

tahun 1961 wyang ‘ 3P4 56 ya badan yang
berusaha p Janc : : e‘ﬂ' gan perceraian
mengenai nikah, ta _ al 8 nenyusul SK mentri
agama, dan pada t - ) We ab di lantik sebagai

ketua BP4 pusat.

Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah
mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan KecamatanOrganisasi

BP4 mempunyai bidang-bidang yang sesuai kebutuhan terdiri dari:

1) Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan
perkawinan dan keluarga.

2) Bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus
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3) Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausahaBidang humas dan publikasi,

dokumentasi

Pada BP4 pusat sampai_Tingkat Kecamatan mempunyai tenaga Konselor dan

e

Afrizal

STAF PERLENGKAPAN &
PRASARANA

BP4 adalah sebuah Organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai
mitra dari Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upayanya
meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing,
membina dan mengayomi keluarga muslimin di Indonesia. BP4 sendiri berdiri
secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, berdasarkan SK Menteri

Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.
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Visi dari BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagai basiskehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil

dan mental spiritual. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keikhlasan, integritas,

sosialisasi Pe epada gan dukungan kuat
dari Kementrian ama seba : : [ ang besar dari
masyarakat dar erinta < terw g} arga g sakinan mawadah

warahmah : as Jsinya denga pnal sesuai dengan

tahun 2014
b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi
BP4 pada semua tingkatan
c. Membentuk penanggulangan krisis keluarga

d. Melakukan konsolidasi BP4 pusat sampai ke daerah
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e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui bantuan pemerintah, jasa profesi
penasihatan, lembaga donor, infak masyarakat dan dana lainnya

f. Melaksanakan evaluasi program secara priodik.

n mediasi:

konselor

b. Pengembagan SDM yang terkait dengan pelaksaanaan kegiatan BP4

c. Menyelenggarakan kursus pranikah bagi cslon pengantin yang baru
menikah dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

d. Menyelenggarakan TOT tenaga pelatih untuk konselor, mediator dan

pranikah dengan instansi terkait
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d) Program Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha:

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait yang

mempunya kep ian terhadap, perkawinan,pembinaan keluarga sakinah

entang penyuluhan

ja dan mengenai
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16 s/d 25 tahun

>26 tahun

75

BAB V

HASIL PENELITIAN

wal analisa

Total

16

Sumber: data primer diolah, 2018

Pada tabel tersebut dapat di lihat bahwa dari 16 orng responden, maka di

dapatkan bahwa 6 orang (37.5%) adalah responden dengan usia 16-25 tahun. Dan

10 orang (62.5%) adalah responden dengan usia di atas >26 tahun. Karakteristik
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responden dengan melihat usia tersebut, telah mencerminkan bahwa reponden

dalam penelitian ini, telah memiliki usia yang matang.

b. Karakteristik Responden berdasarkan pada jenis kelamin

Pengelompokan responden berdasarkan pada tingkat pendidikan penting
untuk di lakukan, mengingat pendidikan mencerminkan kematangan pola fikir

masyarakat, berikut adalalah karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan:
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Tabel 111.3: Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan JumlahResponden (orang) | Persentase(%)

SMA 5 31.25%

orang atau : amgkan reponde : n S1 sebanyak
68.75% hal ini r kan bahwa para resp nggat pendidikan
yang bagus.

B. Pembahas /lengena B 2 mbinaan Dan
Pelesta i 1) gendalikan Terjadinya
Percera : ]

*.é aan sebagai mitra kerja

erintah maupun non pemerintah

Kementrian Agama da Q & ‘ “ ‘1'@
dalam mewujudkan keluarga sa dah warahmah pada dasarnya badan
ini didirikan dengan tujuan yang baik tetapi dengan banyaknya masalah
pernikahan dan perceraian belakangan ini maka perlu dilakukan penjabaran
mengenai masalah tersebut melalui tanggapan responden berdasarkan pada

indikator penelitian ini, yaitu sebagai berikut;
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a. Bimbingan yang di berikan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan

Dalam penilaian Bimbingan yang di

berikan Badan Penasihatan

Pembinandan Pe n, pen item penilaian untuk
menge i
1. &Q@MW&Q'@T ceraian
N 2)
2. Pe i :}R ﬁw kepada calon
pen
Berdas i di berikan
kepada ma 'Ehd_ enéiéi‘h an Pelestarian
Perkawinan u, ma di'di:\p k 'asii:'se_
Tabel 111.4°: T n bingan Badan
atan ri inan.
No | Item pe jumlah
1 | Keberha 16
bimbinga
masyarakat (100%)
pernikahan A
perceraian
2 | Peran  bimbinga 2 16
dalam upaya
memberi (31, ,25%) | (12,5%) (100%)
pengetahuan kepada
calon pengantin
Jumlah 9 15 8 32
Persentase 31,25% 43,75% 25% 100%
Rata-rata 5 7 4 16

Sumber ; Data Primer Diolah 2018
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Berdasarkan pada tabel tanggapan responden berdasarkan pada bimbingan
yang di berikan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Kota Pekanbaru, maka dapat di simpulkan bahwa responden menyatakan bahwa

1aan dan Pelestarian

di lakukan

Penasihata

HRAE AR

A
- S 3
5

\/

ke o Badan Penasihatan
] ; " . -~

Sekarang yang menjac

Pembinaan dan Pele

\\“'

dan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru adalah bimbingan pranikah karena karena
salah satu syarat pernikahan dan dengan bimbingan pranikah intruktur dapat
memberikan pengetahuan tentang keluarga hak-hak suami maupun istri serta

undang-undang tentang pernikahan. (wawancara tanggal 21 November 2018)
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Dan menurut hasil observasi yang saya lakukan di kantor badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan memang bimbingan pranikah
adalah prioritas utama terlihat dari banyaknya peserta serta wajibnya bimbingan

pranikah sebagali

D

&
o

RE

pernikaha
Perkawina
reponden

responden

ALY

7,
3

2
%

pernikahan dan perceraian

2. Pelaksanaan program pengawasan
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Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyeberan kuesioner,yang

diberikan kepada masyarakat yang berada di BP4, maka di dapati hasil sebagali

berikut:
Tabel I11.5: a I ng di lakukan
&
jumlah
SHRE s :
1 uh 16
W.
% (100%)
ra
I -— -
k —
2 sanaan | |2 11 16
g —tall & - L
an ‘/} ) (100%)
Jum 32
Pers 8,75 %) | (100%)
Rata-rata 16
Berdasark s maka berdasarkan
pengawasan Badan ihat starian Perkawinan Kota

Pekanbaru, dapat di simpulka ri kedua item 5 orang responden
menyatakan bahwa Pengawasan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan Kota Pekanbaru berperan sedangkan 21 orang responden memilih
bahwa pengawasan yang di lakukan Badan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru cukup berperan dan 6 orang responden

menyatakan pengawasan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru kurang berperan.
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Untuk pengawasan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam hal mengawasi hal ini

dapat terlihat dari banyaknya responden yang memilih cukup berperan walaupun

langsung menuju pengadilan agama Ketika menghadapi masalah rumah tangga,
tetapi mendatangi BP4 untuk melakukan mediasi dan sebisa mungkin untuk di

damaikan. ( wawancara tanggal 21 November 2018)
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Dan hasil observasi yang saya lakukan di kantor Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Kota Pekanbaru, dalam hal pengawasan masih kurang

karena badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru

memang

Perkawina

sarana dan

berikan kepada masyarakat yang berada di Badan Penasihatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:
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Tabel 111.6 : Tanggapan Responden terhadap Indikator Pengarahan Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota
Pekanbaru

No | Item penilaian Kurang jumlah

16

(100%)

cwm B A
Bl )

100%

perkembangan masyarakat Pekanbaru.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua pengarahan
oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru
mengenai mediasi perceraian beliau menyatakan bahwa:

Dari beberapa pasangan yang melakukan mediasi tentang persoalan rumah

tangga hanya sedikit yang dilanjutkan masalahnya kepengadilan agama oleh
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Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru,
karena sebisa mungkin pasangan yang berkonfik di damaikan agar tidak bercerai

dan kebanyakan pasangan yang bercerai tidak melalui Badan Penasihatan

yang dit ; ) ena 1 erkawinanan Kota

Pekanbaru engad gama i ’ ya masyarakat
awinanan Kota

gka perceraian

Dalam penilaian item pelatihan yang di beri Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam hal bimbingan
pranikah penulis memberikan satu (1) item penilaian untuk mengetahui pelatihan
yang di berikan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Kota Pekanbaru yaitu:
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1. Materi pelatihan oleh instruktur
Berdasarkan pada hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner, yang di

berikan kepada masyarakat yang melakukan bimbingan pranikah maka di

a pelatihan yang di

dan Pelestarian

Penasihatan Pembinaan dan Pele Perkawinan Kota Pekanbaru sudah
cukup baik, Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru maka di dapatkan bahwa:

Untuk materi pelatihan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru materi telah di atur oleh WAKA Bidang Kurikulum

yang menyesuiaikan perkebangan dan sesuai dengan hasil-hasil Munas Badan
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Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru (wawancara
21 November 2018)

Untuk masalah pelatihan penulis melihat cukup baik karena materi yang di

Perkawinanan Kota

"
g unas, dapat

n dan Pelestarian

entang Badan
awinan Kota

No jumlah

1 16
(100%)

2 16
(18,75%) | (100%)

3 | Pengarahan 4 8 4 16
(0,64%) | (50%) (0,64%) | (100%)

4 | Pelatihan 3 12 1 16
(18,75%) | (75%) (6,25%) | (100%)

Jumlah 14 32 12 58

Rata-rata 4 9 3 16
Presentase 25% 56% 19% (100%)

Sumber : Data Primer Diolah, 2018
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Dengan melihat tabel rekatipulasi jawaban responden di atas mengenai

Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru
Maka dapat di kategorikan Cukup Berperan, hal ini dapat terlihat dari tanggapan
Responden yang«berjumlah 16 responden..yang terkategorikan berperan ada
sebanyak 4 responden atau 25%, yang terkategorikan cukup berperan ada 9 atau
56% dan yang di kategorikan kurang berperan 3 atau 19% dengan kata lain sesuali
dengan pengukuran yang telah dibuat ternyata 56% berada pada interval 34%-
66% dengan kategori cukup berperan.Menyikapi hasil rekapitulasi dari Peran
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru ini,
berdasarkan ‘hasil observasi peneliti dilapangan __mengenai Peran Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota. Pekanbaru dapat
disimpulkan belum berperan secara maksimal karena dilapangan masih banyak
dijumpai program pembinaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
fungsi Penghulu

C. Faktor-faktor . penghambat Badan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru dalam mengendalikan
tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Penasihatan Pembinaan
dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru maka dapat di simpulkan Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sudah
berperan dengan cukup baik hanya saja ada beberapa bagian yang tidak berperan
dengan baik, karena masih banyaknya kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru.
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1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas Badan
Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru untuk

membimbing masyarakat, serta Badan Penasihatan Pembinaan dan

K mediasi perceraian

‘n““ .,s pat mediasi

bih memilih
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BAB VI

PENUTUP

ut dan masing-

namun masih
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maka dapat dikate asihatan Pembinaan dan Pelestarian

Q@\\\‘

Perkawinan Kota Pekanba bisa melakukan perannya di bidang
penasihatan perkawinan membimbing keluarga yang bermasalah menjadi
kembali harmonis.

2. Dengan melihat pada hasil wawancara dengan ketua Badan Penasihatan
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru, maka kesulitan

yang di hadapi oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan Kota Pekanbaru adalah banyaknya masyarakat yang sedang
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mengalami konflik rumah tangga tidak mendatangi Badan Penasihatan

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru sebagai mediator

agar tidak terjadi perceraian, ketika mereka berkonflik dan menginginkan

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota
Pekanbaru agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang tugas
dan fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
Kota Pekanbaru, karena selama ini masih banyak masyarakat yang tidak

tahu tentang Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.
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3. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan harus lebih
berperan aktif dalam menghimbau masyarakat agar mau bermediasi

sebelum bercerai.
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